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SALINAN 
 
 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR 34  TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR  

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI PEKALONGAN, 
 

Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan 

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor 

327/S/XVIII.SMG/05/2016, tanggal 30 Mei 2016, 

berkaitan pedoman penyusunan Surat Perintah Pencairan 

Dana (SP2D) Nihil yang diatur dalam Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diubah dan 

disempurnakan, maka Peraturan Bupati Pekalongan 

Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditinjau kembali dan 

diubah untuk kedua kalinya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 

dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3381); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang  

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 

Nomor 6); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 44 TAHUN 2011 

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan 

Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2011 Nomor 44), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 76 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 76), diubah 

untuk kedua kalinya, sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 162 ayat (5) diubah dan diantara ayat (5) 

dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (5a) 

dan ayat (5b), sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 162 

 
(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP 

dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

memperoleh persetujuan dari pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-

SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan. 
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(2) Besarnya uang persediaan yang diajukan oleh setiap 

bendahara pengeluaran setinggi-tinginya 

seperduabelas dari anggaran belanja SKPD dikurangi 

pengeluaran/pembayaran langsung (lS). 

(3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas : 

a. surat pengantar SPP-UP; 

b. ringkasan SPP-UP; 

c. rincian SPP-UP; 

d. salinan SPD; 

e. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh 

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 

yang menyatakan bahwa uang yang diminta 

tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang 

persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa 

BUD; dan 

f. lampiran lain yang diperlukan. 

(4) Besaran uang persediaan sebagaimana ayat (2) lebih 

lanjut ditetapkan setiap awal tahun anggaran 

dengan Keputusan Bupati. 

(5) Pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran 

mengajukan SPP-GU Nihil atas penggunaan uang 

persediaan untuk memperoleh persetujuan dari 

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 

melalui PPK-SKPD. 

(5a) Bila ada kelebihan atas penggunaan uang persediaan 

pada SKPD bendahara pengeluaran wajib menyetor 

kelebihan tersebut ke rekening kas umum daerah 

sebelum 31 Desember tahun berkenaan. 

(5b) Setoran sisa uang persediaan  dibukukan oleh PPKD 

sebagai pengembalian UP sesuai rekening yang 

ditetapkan. 

(6) Sisa kas tunai pada bendahara pengeluaran paling 

banyak pada akhir bulan sebesar Rp10.000.000,00 

(Sepuluh juta rupiah). 

 
2. Ketentuan Pasal 164 antara ayat (3) dan ayat (4) 

disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga 

Pasal 164 berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 164 
 

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU 

dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara 

pengeluaran pembantu untuk memperoleh 

persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa 

pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka 

tambahan uang persediaan. 

(2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas : 

a. surat pengantar SPP-TU;  

b. ringkasan SPP-TU; 

c. rincian rencana penggunaan TU; 

d. salinan SPD; 

e. draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh 

pengguna anggaran/kuasa pengguna  anggaran  

yang   menyatakan   bahwa   uang  yang  diminta  

tidak dipergunakan   untuk   keperluan   selain   

tambahan   uang   persediaan   saat pengajuan 

SP2D kepada kuasa BUD;  

f. surat keterangan yang memuat penjelasan 

keperluan pengisian tambahan uang persediaan; 

dan  

g. lampiran lainnya. 

(3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat 

persetujuan dari Kepala DPPKD selaku BUD dengan 

memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu 

penggunaan. 

(3a)  Penggunaan atas tambahan uang persediaan 

dipertanggungjawabkan oleh bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 

maksimal 1 (satu) bulan sejak pencairan dan dengan 

menerbitkan SPP-TU nihil sebesar nilai tambahan 

uang yang diajukan untuk memperoleh persetujuan 

dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 

melalui PPK-SKPD. 

(4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis 

digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa 

tambahan uang disetor ke rekening kas umum 

daerah. 
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(5) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan 

uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dikecualikan untuk: 

a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) 

bulan; 

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal 

yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh 

peristiwa di luar kendali PA/KPA. 

 

3. Ketentuan Pasal 173 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu 

ayat (4), sehingga Pasal 173 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 173 

 
(1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 172 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, 

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 

menerbitkan SPM. 

(2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 158 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap 

dan atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa 

pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM. 

(3) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran berhalangan, penandatanganan SPM dapat 

dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk/diberi 

wewenang untuk menandatangani SPM. 

(4) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 

menerbitkan SPM-GU/TU nihil atas pengajuan SPP-

GU/TU nihil untuk diajukan kepada Kuasa BUD 

apabila dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah. 

 
4. Ketentuan Pasal 177 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu 

ayat (5), sehingga Pasal 177 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 177 
 

(1) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan 

SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab 

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. 

(2) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan 

SP2D mencakup: 

a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran; 

b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. 
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(3) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan 

SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab 

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. 

(4) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan 

SP2D mencakup: 

a. surat   pernyataan   tanggung   jawab   pengguna   

anggaran/kuasa   pengguna anggaran; dan 

b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap 

sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(5) Kelengkapan dokumen SPM-GU/TU nihil untuk 

penerbitan SP2D-GU/TU nihil adalah surat 

pertanggungjawaban atas penggunaan dana uang 

persediaan/tambahan uang persediaan. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan. 

 

 
Ditetapkan di Kajen 
pada tanggal  

 
BUPATI PEKALONGAN, 

ttd 
ASIP KHOLBIHI 

 
Diundangkan di Kajen 
pada tanggal 10 Oktober 2016 

             SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, 
                                                ttd 

                                MUKAROMAH SYAKOER 
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 34 

Salinan sesuai aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, 

 
 

ENDANG MURDININGRUM, SH. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19631005 199208 2 001 
 


